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ABSTRAK :

Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perlu dilakukan
penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Paser.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan Sebagai Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/PERMENTAN/ 01.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi
Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten
Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.



CATATAN :

Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan pilihan di Bidang perkebunan dan peternakan. Dinas Perkebunan dan
Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi
Dinas, terdiri atas: Kepala Dinas; Sekretariat, membawahkan: Subbagian Umum; dan
Jabatan Fungsional. Bidang Perkebunan, membawahkan Jabatan Fungsional; Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan Jabatan Fungsional; Bidang
Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan,
membawahkan Jabatan Fungsional; UPTD; dan Jabatan Fungsional. Kepala Dinas
mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
perkebunan dan peternakan. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan
operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan
melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas. Kepala
Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan
menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi
Umum Dan Kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan
publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta
pengelolaan barang milik Daerah. Bidang Perkebunan mempunyai tugas memberi
petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan
kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Perkebunan. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memberi
petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan
kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan
Pemasaran Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas memberi petunjuk
penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana Sarana,
Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan. UPTD mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Selanjutnya
diatur mengenai tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan
peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 56
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2021 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran 1 him.



